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KAJIAN PUSTAKA DAN TINJAUAN TEORITIS
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu
Wijaya (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh likuiditas, leverage,
manajemen laba, komisaris independen, dan ukuran perusahaan terhadap tax
avoidance dengan populasi pada perusahaan indistri manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia tahun 2010 – 2011. Menggukana teknin purposive sampling.
Terdapat 148 perusahaan sebagai sampel. Hasil analisis regresi menunjukan bahwa
manajemen laba dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance
sedangkan likiditas, leverage dan proporsi komisaris independen tidak
menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance.
Suyanto dan Supramono (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh
likuiditas, leverage, komisaris independen, dan manajemen laba terhadap tax
avoidance perusahaan dengan populasi pada perusahaan manufaktur yang terdapat
di BEI tahun 2006 - 2010. Regresi data panel yang digunakan dalam uji hipotesis,
Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sebanyak 192
perusahaan sebagai sampelnya. Hasil dalam penelitian ini adalah likuiditas
berpengaruh negatif, leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance.
Adisamartha (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh likuiditas,
leverage, intensitas persediaan dan intensitas aset tetap pada tingkat tax avoidance
dengan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftra di BEI tahun 2011-2014 dan
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitiannya adalah purposive
sampling, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 43 perusahaan.
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Teknik analisis data yang digunakan adalah linier berganda. Penelitian yang
diperoleh adalah faktor likuiditas dan intensitas persediaan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap tax avoidance. Sementara faktor leverage dan intensitas aset
tetap tidak berpengaruh signifikan pada tingkat tax avoidance.
Rosalia dan Sapari, (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh
profitabilitas, likuiditas, dan corporate governance terhadap penghindaran pajak.
Populasi dalam penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang
terdaftar di BEI, dan metode sampel yang digunakan dalam penelitiannya adalah
purposive sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 64 perusahaan. Hasil dalam
penelitian ini menunjukkan bahwa retrun on asset tidak berpengaruh terhadap
penghindaran pajak, current ratio tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak,
kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak,
komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak,  komisaris
dan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
Adiyani dan Septanta (2017) melakukan Pengaruh Likuiditas dan
Profitabilitas terhadap Tax avoidance dengan CSR sebagai Variabel Intervening
pada perusahaan property and real estateyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
pada tahun 2010 - 2014. Penelitian ini menggunakan 60 sampel perusahaan
property and real estate terdaftar di Bursa Efek Indonesiapada tahu 2010 - 2014.
Teknik pengambilan sampel ini adalah purposive sampling dan alat analisis data
yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini
profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, likuiditas tidak
berpengaruh terhadap tax avoidance.
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Dari hasil penelitian terdahulu diatas menunjukkan bahwa variabel
likuiditas, Leverage, profitabilitas menunjukkan hasil yang tidak konstan atau tidak
konsisten terhadap tax avoidance. Terdapat beberapa peneliti yang menghasilkan
pengaruh positif terhadap tax avoidance dan ada juga peneliti yang mengatakan
terdapat pengaruh negatif terhadap tax avoidance, sehingga dengan adanya hasil
tersebut, variabel likuiditas, leverage, provitabilitas dapat diteliti kembali dan hasil
penelitian ini dapat menjadi pembanding dengan penelitian terdahulu.
2.2 TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA
2.2.1 Pajak
Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 16 tahun 2009 tentang ketentuan
umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi
wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya
kemakmuran rakyat bidang sosial dan ekonomi.
2.2.2 Fungsi Pajak
Menurut Buku Ajar Perpajakan Indonesia, Universitas Muhammadiyah
Malang (2015) fungsi pajak bagi suatu neagara adalah :
a. Fungsi Anggaran (Budgetair)
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk mengisi anggaran
pendapatan dan belanja negara (APBN), untuk menjalankan tugas – tugas rutin
negara yaitu mensejahterakan dan memakmurkan rakyat dimana negara yang
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sukses dan maju adalah negara yang bisa membuat rakyatnya bahagia secara umum
dari segi ekonomi dan kemasyarakatan, menegakkan peradilan sebagai tempat
warganya meminta keadilan disegala bidang kehidupan. Untuk menjalankan fungsi
tersebut negara membutuhkan biaya yang berasal dari iuran rakyat melalui
pemungutan rakyat.
b. Fungsi Mengatur (regulasi)
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi, negara (pemerintah), bisa
memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak mulai dari pembebasan
keringanan dan penundaan pembayaran pajak bagi aktivitas investasi asingatau para
investasi barang dan jasa yang strategis bagi negara, regulasi untuk melindungi
produksi dalam negeri dari produk luar negeri, pemerintah bisa menetapkan bea
masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
c. Fungsi redistribusi pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan dikembalikan ke rakyat melalui
pengeluaran guna menjalankan fungsi sebagai negar, pengeluaran yang digunakan
untuk membiayai pengeluaran rutindan pengeluaran pembangunan, yang dijabakan
dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai sarana distribusi
keuangan negara.
2.2.3 Teori Agensi
Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual
antara principals dan agents. Pihak principals adalah pihak yang memberikan
mandat kepada pihak lain, yaitu agent, untuk melakukan semua kegiatan atas nama
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principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Meckling,
1976). Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 8, Agustus 2017 ISSN :
2460-0585 4 Hubungan agensi terjadi ketika salah satu pihak yang bertindak
sebagai pihak yang menyewa pihak lain (principals) untuk melaksanakan suatu jasa
dan dalam melakukan hal itu mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan
kepada pihak yang disewa (agents).
Pihak principals adalah pihak pemegang saham dan agen sebagai pihak
manajemen perusahaan. Pihak principals mempercayai manajemen untuk
mengelola keuangan yang ada pada perusahaan, akan tetapi disini pihak manajemen
menginginkan perusahaan memperoleh laba yang tinggi dengan mengurangi beban
pada perusahaan, yang disebut pada penelitian ini yaitu beban pajak. Agar kinerja
manajemen itu dianggap baik oleh pihak principals, manajemen akan merekayasa
laporan keungan atau tidak memberika informasi yang sebenarnya karena laporan
keuangan mencerminkan kodisi baik atau buruknya suatu perusahaan yang dilihat
dari segi financial. Sedangakan pihak principals tidak menginginkan hal itu terjadi
karena akan merusak citra perusahaan itu sendiri. Hal itulah yang akan menjadi
timbulnya perbedaan tujuan antara pihak priciplas dan agen.
Menurut Samuelson (2011) dalam Gemilang (2017) asimetris informasi
antara manajer dan pemilik perusahaan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu:
1.  Adverse Selection
Adverse selection mengungkapkan adanya perbedaan informasi yang
dimiliki pihak  principle dengan pihak  agent. Perbedaan informasi yang  dimiliki
dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yang memiliki informasi lebih
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sedikit. Misalnya  agent memanipulasi atau menyembunyikan informasi keadaan
perusahaan kepada  principle.  Akibatnya  principle  merasa tidak yakin dengan
keadaan perusahaan yang sesungguhnya jika dibandingkan antara informasi yang
diberikan  agent  dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Hal ini dapat
mengakibatkan kerugian bagi principle dan perusahaan.
2.  Moral Hazard
Moral hazard mengungkapkan adanya bentuk penyelewengan  yang
dilakukan oleh  agent  yang tidak sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang
disepakati antara    principle  dan  agent.  Hal ini bias disebabkan  adanya kegiatan
agent yang tidak sesuai dengan harapan principle  sehingga agent dapat melakukan
manipulasi atau tindakan yang tidak sesuai dengan norma. Moral hazard biasanya
dilakukan demi keuntungan pribadi bagi agent. Perbedaan kepentingan antara
principle dan  agent  dapat mempengaruhi berbagai hal yang berkaitan dengan
kinerja  perusahaan, salah satunya dalah kebijakan perusahaan mengenai pajak
perusahaan. Sistem perpajakkan di Indonesia yang menggunakan  self assessment
system  memberikan wewenang kepada perusahaan untuk menghitung dan
melaporkan pajaknya sendiri. Penggunaan sistem ini dapat memberikan
kesempatan bagi  agent  untuk memanipulasi pendapatan kena pajak menjadi lebih
rendah sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin kecil. Terdapat
beberapa cara untuk mengontrol tindakan  agent  terkait  dengan kegiatan
manajemen  pajak yang dilakukan, yaitu dengan mengevaluasi hasil laporan
keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan dibandingkan dengan
tindakan agresivitas pajak yang mungkin dilakukan  agent  (Nugraha, 2015).
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Rasio yang digunakan  adalah likuiditas, profitabilitas, leverage dan capital
intensity yang dibandingkan ETR perusahaan yang didapat dari beban pajak
dibanding laba sebelum pajak. Akan tetapi disini ETR dihitung dengan hutang yang
ditangguhkan. Sebuah perusahaan tergolong besar jika memiliki total  asset  yang
besar pula. Total asset  perusahaan dapat bertambah atau meningkat seiring dengan
besarnya laba yang dihasilkan perusahaan  (Nugraha, 2015). Total aset juga terus
bertambah mengikuti semakin besarnya liabilitas dan ekuitas perusahaan karena
mengharuskan adanya keseimbangan antara aset dengan liabilitas dan ekuitas.
Semakin besar laba yang dihasilkan berarti semakin besar pula pendapatan kena
pajak dan semakin besar pajak yang seharusnya dibayarkan namun bisa saja agent
elakukan manipulasi sehingga harus dibandingkan dengan besarnya  ETR
perusahaan (Nugraha, 2015) dalam Gemilang (2017).
Dalam penelitian ini, dapat dihubungkan kepentingan laba perusahaan antara
pemungut pajak (fiskus) dengan pembayaran pajak (manajemen perusahaan).
Pemungut pajak berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan
pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus
menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua
sudut pandang berbeda inilah menyebabkan konflik antar fiskus sebagai pemungut




Tax avoidance merupakan hal yang sekarang sangat umum terjadi  dikalangan
perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Tindakan ini bertujuan untuk
meminimalkan pajak perusahaan yang kini menjadi perhatian publik karena tidak
sesuai dengan harapan masyarakat dan juga merugikan pemerintah. Hal ini sama
yang dikatakan Balakrishnan, et al., (2011) bahwa perusahaan terlibat dalam
berbagai bentuk perencanaan pajak untuk mengurangi kewajiban pajak yang
diperkirakan. Pajak suatu perusahaan dapat dikaitkan dengan perhatian publik jika
pembayaran pajak yang dilakukan memiliki implikasi dengan masyarakat luas yang
sekarang di pertentangkan karena hanya menjadi biaya operasi perusahaan.
Tujuan meminimalkan jumlah pajak perusahaan yang akan dibayar menjadi
salah satu hal yang harus dipahami dan melibatkan beberapa etika, masyarakat atau
adanya pertimbangan dari pemangku kepentingan perusahaan. Namun, di sisi lain
pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan memiliki implikasi penting bagi
masyarakat dalam hal pendanaan barang publik seperti pendidikan, pertahanan
nasional, kesehatan masyarakat, dan hukum. Tax avoidance adalah strategi
perusahaan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Tax avoidance sebagai
kegiatan perencanan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha
mengurangi tingkat pajak yang efektif.
Cara untuk mengukur perusahaan yang melakukan tax avoidance yaitu
dengan menggunakan proksi Effective Tax Rates (ETR). Cash ETR, GAAP ETR,
Book Tax Differences (BTD). ETR merupakan proksi yang paling banyak
digunakan pada penelitian terdahulu. Proksi ETR dinilai menjadi indikator adanya
17
tax avoidance apabila memiliki ETR yang mendekati nol. Semakin rendah nilai
ETR yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat tax avoidance. ETR
yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan
sebelum pajak.
2.2.4.1 Jenis Tax avoidance
a. Penghindaran Pajak Tax Avoidance (legal)
Penghindaran pajak saat ini menjadi perhatian utama hampir seluruh negara.
Praktik penghindaran pajak terutama banyak dilakukan dalam transaksi bisnis
negara yang dilakukan oleh antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.
Praktik penghindaran pajak umumnya dilakukan dengan memanfaatkan adanya
perbedaan regulasi perpajakan. Praktik penghindaran pajak dirancang sedemikian
rupa agar tidak melanggar ketentuan pajak secara resmi, namun melanggar
substansi ekonomi dari suatu kegiatan bisnis. Praktik penghindaran pajak dilakukan
dalam suatu perencanaan pajak yang dapat dilakukan dalam beberapa bentuk
(Darussalam, 2010).
1. Bentuk – Bentuk Penghindaran Pajak Tax Avoidance :
a. Substantive tax planning yang terdiri dari Memindahkan subyek pajak ke negara
yang dikategorikan sebagai negari yang memberikan perlakuan khusus atas suatu
Jenis penghasilan, memindahkan obyek Pajak kenegara yang dikategorikan sebagai
negara yang memberikan perlakukan pajak khusus atas suatu jenis penghasilan,
memindahkan subyek pajak dan obyek pajak kenegara yang dikategorikan
memberikan perlakuan khusus atas suatujenis penghasilan.
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b. Formal taxplanning, melakukan penghindaran pajak dengan cara tetap
mempertahankan substansi ekonomi dari suatu transaksi dengan cara memilih
berbagai bentuk formal jenis transaksi yang memberikan beban pajak lebih rendah.
2. Cara melakukan Tax Avoidance
a. Menunda penghasilan.
b. Tax arbitrage dengan memanfaatkan perbedaan tarif yang umumnya terkait
dengan wajib pajak orang pribadi dan badan.
c. Tax arbitrage untuk memanfaatkan perlakuan pajak yang berbeda (tax
avoidance, evasion and administration. Penundaan penghasilan dilakukan dengan
tujuan untuk menunda pembayaran pajak, seperti penundaan pembagian dividen
dari anak perusahaan di luar negeri kepada pemegang saham. Bentuk lain
penghindaran pajak adalah memanfaatkan perbedaan tarif. Pada umumnya
perbedaan tarif ini terkait dengan pajak progresif yang dikenakan atas penghasilan
Wajib Pajak Orang Pribadi. Penghindaraan pajak dengan memanfaatkan perlakuan
pajak yang berbeda dapat terjadi bila perbedaan perlakuan tersebut dapat
mengakibatkan kewajiban pajak yang berbeda, seperti perbedaan perlakuan pajak
berdasarkan net income dan omset usaha (presumptive tax)
Perusahaan manufaktur juga tidak terlepas dari isu penghindaran pajak (tax
avoidance). Kajian pelaksaan kewajiban perpajakan pada perusahaan manufaktur
dirasakan perlu dilakukan agar menjadi informasi awal mengenai potensi praktik
penghindaran pajak di perusahaan.
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2.2.5 Likuiditas
Subramanyam dan Wilid (2010:241) mendifinisikan likuiditas sebagai
kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang secara
konvensional,  jangka pendek dianggap periode hingga satu tahun meskipun
meskipun dikaitkan dengan siklus operasional normal perusahaan. Dengan
demikian likuiditas sangat penting bagi sebuah perusahaan. Likuiditas dapat
digunakan untuk memperhitung dampak yang berasal dari ketidakmampuan
perusahaan memeuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam kaitanya dengan pajak,
Suyanto dan Supramono (2010) menyatakan bahwa likuiditas sebuah perusahaan
diprediksi akan mempengaruhi tax avoidance perusahaan. Perusahaan yang
mempunyai likuiditas yang tinggi menggambarkan arus kas yang baik sehingga
perusahaan tersebut tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibanya termasuk
membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku. Sama dengan hal tersebut Bradley
dan Siahaan (dalam Suyanto dan Supramono, 2010) yang menemukan bahwa
perusahaan yang memiliki arus kas yang rendah akan tidak taat terhadap pajak guna
mempertahankan arus kas perusahaan dari pada harus membayar pajak. Terdapat
dua jenis rasio yang digunakan yaitu
a. RasioLancar
Rasio likuiditas yang utama adalah rasio lancar (current ratio) yang dihitung




Jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, perusahaan mulai lambat
membayar tagihan (utang usaha), pinjaman bank, dan kewajiban lainnya termasuk
tagihan dalam pembayaran pajaknya. Jika kewajiban lancar naik lebih cepat dari
pada asset lancar, rasio lancar akan turun, dan ini adanya pertanda adanya masalah.
Masahal yang dilakukan oleh perusahaan jika tidak bisa kewajiban yang harus
dibayar dan pajak yang harus dibayar, perusahaan akan melakukan penghindaran
pajak untuk mengurangi beban yang di tanggung oleh perusahaan.
b. RasioCepatatau Quick Ratio
Rasio Likuiditas yang kedua yang sering digunakan adalah quick ratio yang
dihitung dengan mengurangi persediaan dengan asset lancar, kemudian membagi
sisanya dengan kewajiban lancar seperti yang dinyatakan berikut ini :
Rasio cepat=
Persediaan pada umumnya merupakan asset lanca rperusahaan yang paling
tidak liquid sehingga persediaan merupakan asset, dimana kemungkinan besar akan
terjadi kerugian jika terjadi likuidasi. Oleh karena itu, rasio yang mengukur
kemampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek tanpa
mengandalkan penjualan persediaan sanga tpentingartinya. Hal tersebut sangat
mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang harus
dibayar termasuk dalam pajak yang harus dibayar.
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2.2.6 Leverage
Menurut Yulfaida (2012) leverage merupakan jumlah utang yang dimiliki
perusahaan untuk pembiayaan dan dapat mengukur besarnya aktiva yang dibiayai
utang. Perusahaan dengan leverage yang tinggi mengindikasi perusahaan tersebut
bergantung  pada  pinjaman  luar  atau  utang,  sedangkan  perusahaan  dengan
leverage rendah dapat membiayai asetnya dengan modal sendiri. Leverage adalah
ukuran presentase total aset perusahaan yang diperolehdari pihak kreditur (Kieso et
al, 2009 : 796). Leverage mencerminkan komplesifitas transaksi keuangan
perusahaan. Sehingga perusahaan dengan tingkat leverage tinggi memiliki
kemampuan yang lebih untuk menghindari pajak melalui transaksi – transaksi
keuangan. Perusahan dengan tingkat leverage yang lebih tinggi kurang
membutuhkan tax shield yang tidak berasal dari hutang sehingga mengurangi
perilaku pajak agresif. Ada beberapajenis leverage yang dapatdigunakan menurut
Husman dan Pudjiastuti (2004:70-71).
Siciliano (2003) menyatakan bahwa leverage keuangan digunakan untuk
menunjukkan bahwa utang untuk membiayai invesatasi perusahaan, serta
menentukan seberapa baik perusahaan agar berhasil menggunakan uang orang lain
untuk meningkatkan jumlah sumber daya yang telah bekerja untuk mneghasilkan
transaksi yang menguntungkan. Debt to equity ratio (DER) adalah keadaan dimana
perusahaan membayar kewajibannya yang berasal dari kreditor,
denganmenggunakan modal (investasi modal) yang dimiliki oleh perusahaan atau
menejemen (Siciliano, 2003). Menurut (Brigham dan Houston, 2007) terdapat
beberapa jenis pengukuran pada dalam leverage yaitu sebagai berikut:
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1. Debt to Equity Ratio
Rasio ini menggambarkan perbandingan antara hutang dengan modal sendir.
Dari pengertian diatas, maka diperoleh rumus Debt to Equity Ratio sebagai berikut
:
DER =
2. Times Interest Earned
Rasio ini mengukur seberapa banyak laba operasi (terkadang ditambah
dengan penyusutan) mampu membayar hutang bunga. Dari pengertian diatas, maka
dieroleh rumus sebagai berikut :
Times Interest Earned=
3. Debt Service Coverage
Kewajiban financial yang timbul karena menggunakan hutang tidak hanya
karena membayar bunga dan sewa guna (leasing). Ada juga kewajiban dalam
bentuk pembayaran angsuran pokok pinjaman. Dari pengertian diatas, maka




Rosalia dan Sapari, (2017: 892) merupakan  alat  ukur
kemampuanperusahaan  dalam  menghasilkan  keuntungan  pada  tingkat
penjualan,  asset,  dan modalsaham yang tertentu. Salah satu rasio profitabilitas
adalah return on total asset (ROA). Rosalia dan Sapari, (2017: 892) menyatakan
bahwa  ROA  menggambarkan  kemampuan  perusahaan menghasilkan laba bersih
berdasarkan tingkat asset yang tertentu. ROA memiliki keterkaitan dengan  laba
bersih  perusahaan  dan  pengenaan  pajak  penghasilan  untuk  perusahaan
Menurut Rodriguez dan Arias (2013) dalam Rosalia dan Sapari (2017:892)
profitabilitas merupakan salah satu faktor penentu beban pajak, karena perusahaan
yang memilikikeuntungan yang besar akan membayar pajak setiap tahun.
Sedangkan perusahaan yangmemiliki keuntungan yang rendah atau mengalami
kerugian akan membayar pajak yang lebih sedikit atau tidak sama sekali
Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menciptakan laba dengan
menggunakan modal yang cukup tersedia. Kinerja manajerial darisetiap perusahaan
akan dapat dikatakan baik apabila tingkat profitabilitas yang dikelolanya tinggi,
dimana profitabilitas ini umumnya selalu diukur denganmembandingkan laba yang
diperoleh perusahaan dengan sejumlah perkiraan yang menjadi tolak ukur
perusahaan. Adanya kemampuan memperoleh laba denganmenggunakan
semuaakan dapat tercapai. Penggunaan semua sumber daya tersebut akan  sumber
daya perusahaan maka tujuan-tujuan perusahaanmemungkinkan perusahaan untuk
memperoleh laba yang tinggi. Laba merupakanhasil dari pendapatan oleh penjualan
yang dikurangi dengan beban.
24
Profitabilitas adalah rasio utama dalam sebuah laporan keuangan perusahaan,
karena tujuan utama perusahaan adalah untuk mendapatkan laba yang sebesar
besarnya, sedangkan rasio profitabilitas digunakan untuk melihat seberapa besar
keefektifan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Seringkali rasio
profitabilitas digunakan dalam pengambilan keputusan suatu manajemen operasi
maupun investor dan kreditor. Bagi investor laba merupakan satu-satunya tolak
ukur perubahan nila efek suatu perusahaan. Bagi kreditor laba merupakan
pengukuran arus kas operasi yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber
pembayaran bunga dan pokok pinjaman.Terdapat bebrapa jenis rasio profitabilitas
yang dapat digunakan menurut (Brigham dan Houston, 2007) yaitu:
1. Margin Laba atas penjualan
Margin laba atas penjualan, yang dihitung dengan membagi laba bersih
dengan penjualan, memberikan angka laba per dolar penjualan seperti yang
dinyatan berikut ini :
Margin Laba atas Penjualan =
Perusahaan dengan margin laba yang rendah kemungkinan akan
mendapatkan tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham yang tinggi
karena adanya penggunaan leveragekeungan.
2. Pengembalian atas Total Aset
Rasio laba bersih terhadap total aset mengukur pengembalian atas total aset
(return on total assets – ROA) setelah bunga dan pajak :
ROA=
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Tingkat pengembalian aset yang rendah tidak selalu buruk karena itu dapat
diakibatkan oleh keputusan yang sengaja untuk menggunakan utang dalam jumlah
besar, beban  bunga yang tinggi menyebabkan laba bersih menjadi relatif rendah.
3. Pengembalian Ekuitas Biasa
Rasio ekuitas biasa (return on common equity – ROE) dapat dihitung sebagai
berikut :
ROE=
Pemegang saham berharap mendapatkan pengembalian atas uang mereka,
dan rasio ini menunjukan besarnya pengembalian tersebut dilihat dari kacamata
akuntansi. Jika ROE lebih baik ini disebabkan banyaknya penggunanaan utang oleh
perusahaan.
4. Rasio Kemampuan Untuk menghasilkan Laba
Rasio kemmpuan dasar untuk menghasilkan laba (basic earning power – BEP
) dihitung dengan membagi jumlah laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) denan
total aset, seperti dinyatakan berikut ini :
BEP=
Rasio ini menunjukan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset
perusahaan, sebelum pengaruh pajak dan leverage. Rasio ini bermanfaat ketika
membandingkan perusahaan dengan berbagai tingkat leverage keunagan dan situasi
pajak. Karena rasio perputarannya yang rendah dan margin laba atas penjualan yang
buruk, perusahaan tidak mendapatkan tingkat pengembalian atas aset sehingga rata
– rata perusahaan pengolah makanan.
26
2.3 Perumusan Hipotesis
2.3.1 Likuiditas terhadap Tax Avoidance
Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya
dapat diukur menggunakan rasio lancar, dimana rasio ini dapat menunjukkan
berapa utang yang harus dibayar oleh perusahaan, apakah sebanding dengan aset
yang ada pada perusahaan. Rasio ini menjelaskan bagaimana kondisi perusahaan.
Likuiditas sebuah perusahaan diprediksi akan mempengaruhi tax avoidance
perusahaan. Perusahaan yang mempunyai likuiditas yang tinggi menggambarkan
arus kas yang baik sehingga perusahaan tersebut tidak enggan untuk membayar
seluruh kewajibanya termasuk membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku.
H1 : Likuiditas berpengaruh terhadap tax avoidance.
2.3.2 Leverage terhadap Tax avoidance
Perusahaan dapat menggunakan utang dalam memenuhi kebutuhan
operasional. Akan tetapi utang akan menimbulkan beban tetap. Semakin besar
utang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya
unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang
terkena pajak tinggi tarif bunga akan makin besar yang diperoleh perusahaan dari
penggunaan utang tersebut. Manfaat yang diitmbulkan dari penghematan pajak
akibat adanya bunga membawa implikasi meningkatkan utang perusahaan.
H3 : Leverage berpengaruh terhadap tax avoidance.
2.3.3 Profitabilitas terhadap Tax avoidance
Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba yang sebesar – besarnya.
Rasio profitabilitas dapat melihat kinerja keuangan perusahaan. Menurut Brigham
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dan Houton, (2017) “rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai
kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan”. Rasio ini juga memberikan
ukuran tingkat efektifitas manajemne suatu perusahaan. Hal ini ditujukkan oleh laba
yang dihasilkan dari penjualan. Pada dasarnya penggunaan rasio ini yakni
menunjukkan tingkat efesiensi suatu perusahan. Laba yang meningkat
mengakibatkakn profitabilitas perusahaan juga meningkat. Peningkatan laba
mengakibatkan jumlah pajak yang dibayar oleh perusahan juga semakin tinggi.
Atau dapat dikatakan ada kemungkinan upaya untuk melakukan tindakan
penghindaran pajak atau tax avoidance.
H2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance
